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WALI KOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
 

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK 

NOMOR 57 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG 

MEKANISME PENGENDALIAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH  

KOTA PONTIANAK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PONTIANAK, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penatahusahaan 

pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak, maka perlu 

merubah Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang 

Mekanisme Pengendalian Anggaran Kas Pemerintah Daerah 

Kota Pontianak; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu  menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Mekanisme Pengendalian Anggaran Kas Pemerintah 

Daerah Kota Pontianak; 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), 

Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin  dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang 

Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

 

SALINAN 



jdih.pontianakkota.go.id 

 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 
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14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192); 

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2019 Nomor 13,  Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Pontianak Nomor 175); 

16. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Mekanisme 

Pengendalian Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kota Pontianak 

(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 31); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan     : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG 

MEKANISME PENGENDALIAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH 

DAERAH KOTA PONTIANAK. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang 

Mekanisme Pengendalian Anggaran Kas Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita 

Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 31), diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

 

(1) PD melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah 

dijadwalkan. 

(2) Apabila terjadi perubahan jadwal kegiatan PD harus mengajukan perubahan 

anggaran kas secara tertulis kepada PPKD selama SPD belum diterbitkan. 

(3) PD mengajukan perubahan anggaran kas ke BUD dengan melampirkan 

persyaratan: 

a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran; 

b. alasan melakukan perubahan anggaran kas yang diajukan; dan 

c. anggaran kas sebelum dan sesudah pergeseran. 

(4) Persyaratan yang diajukan di upload pada Sistem Informasi Manajemen 

Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah  oleh bendahara pengeluaran. 
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Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 

Ditetapkan di Pontianak  

pada tanggal 29 Juli 2022  

 

WALI KOTA PONTIANAK, 

                                                                                          

                                                                                         ttd 

               

EDI RUSDI KAMTONO 

 

 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal  29 Juli 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

 

                                     ttd 

 

MULYADI  

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR  57 

 

 

 

 

 

          


